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BAB II

TEMPAT PELAKSANAAN PKL

2.1 Aktivitas Kerja Selama PKL


Selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Wilayah Direktorat jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat, ada banyak kegiatan yang penulis lakukan baik yang bersifat Rutin maupun Insidentil. Kegiatan rutin adalah kegiatan yang sering  di laksanakan di Kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jabar Adapun kegiatan yang bersifat rutin yakni : sosialisasi penyusunan laporan keuangan semester 1 tahun anggaran 2009 oleh divisi humas dan bagian keuangan DJBC, Membantu membuat laporan penyediaan barang untuk seluruh wilayah Satuan Kerja (Satker), Membantu membuat laporan penyediaan barang yang akan dikirim ke DJBC pusat untuk seluruh wilayah satuan kerja (satker). Kegiatan insidentil adalah kegiatan yang tidak sering dilakukan atau tidak rutin dikerjakan selama melaksanakan praktek kerja lapangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah jawa Barat.Dan kegiatan yang bersifat insidentil yakni : Sosialisasi, Menyalin daftar surat keluar, Menghitung hasil evaluasi kerja pegawai DJBC Periode Juli 2009, Menyalin daftar surat masuk, Membantu membuat Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CALBMN) Departement Keuangan Kanwil DJBC Jabar, Membantu membuat laporan penyediaan barang untuk Kantor Wilayah Jabar, Membuat surat peminjaman Auditorium GKN untuk pelnatikan pejabat Eselon 1V. Berikut akan di uraikan semua kegiatan selama PKL dalam bentuk tabel 2.1 berikut :
Tabel 2.1

Aktivitas Kerja

	No.
	Hari
	Tanggal
	Aktivitas
	Kegiatan

	
	
	
	
	Rutin
	Insidentil

	1.
	Senin
	6-7-09
	· Sosialisasi dengan staf DJBC sub bagian Humas.

·  Menyalin daftar surat keluar.
	
	√

√

	2.
	Selasa
	7-7-09
	   Menyalin daftar surat keluar.
	
	√

	3.
	Rabu
	8-7-09
	   Menyalin daftar surat keluar.
	
	√

	4.
	Kamis
	9-7-09
	 Menghitung hasil evaluasi kerja        pegawai DJBC Periode Juli 2009.
	
	√

	5.
	Jumat
	10-7-09
	Libur
	
	

	6.
	Senin
	13-7-09
	Sosialisasi penyusunan laporan   keuangan semester 1 tahun anggaran 2009 oleh subbagian Humas dan  bagian Keuangan DJBC.
	√
	

	7.
	Selasa
	14-7-09
	Sosialisasi penyusunan laporan keuangan semester 1 tahun anggaran 2009 oleh subbagian Humas dan  bagian Keuangan DJBC.
	√
	

	8.


	Rabu
	15-7-09
	Sosialisasi penyusunan laporan keuangan semester 1 tahun anggaran 2009 oleh subbagian Humas dan  bagian Keuangan DJBC.
	√
	

	9.
	Kamis
	16-7-09
	Sosialisasi penyusunan laporan keuangan semester 1 tahun anggaran 2009 oleh subbagian Humas dan  bagian Keuangan DJBC.
	√
	

	10.
	Jumat
	17-7-09
	Sosialisasi penyusunan laporan keuangan semester 1 tahun anggaran 2009 oleh subbagian Humas dan  bagian Keuangan DJBC.
	√
	

	11.
	Selasa
	21-7-09
	Menyalin daftar surat Keluar.
	
	√

	12.
	Rabu
	22-7-09
	Menyalin daftar surat masuk.
	
	√

	13.
	Kamis
	23-7-09
	Membantu membuat Catatan Atas Lapran Barang Milik Negara (CALBMN)  Dept.Keuangan Kanwil  DJBC Jabar.
	
	√

	14.
	Jumat
	24-7-09
	Membantu membuat laporan penyediaan barang untuk Kantor Wilayah Jabar.
	
	√

	15.
	Senin
	27-7-09
	Membantu membuat laporan penyediaan barang untuk seluruh wilayah Satuan Kerja (Satker).
	√
	

	16.
	Selasa
	28-7-09
	Membantu membuat laporan penyediaan barang untuk semua wilayah satuan kerja (satker).
	√
	

	17.
	Rabu
	29-7-09
	Membantu  membuat laporan penyediaan barang untuk semua wilayah satuan kerja (satker).
	√
	

	18.
	Kamis
	30-7-09
	Membantu  membuat laporan penyediaan barang untuk semua wilayah satuan kerja (satker).


	√
	

	19.
	Jumat
	31-7-09
	· membantu  membuat laporan penyediaan barang untuk semua wilayah satuan kerja (satker).

· Membuat surat peminjaman Auditorium GKN untuk pelantikan pejabat Eselon 1V.
	√
	√

	20.
	Senin
	3-8-09
	Membantu membuat laporan penyediaan barang yang akan dikirim ke DJBC pusat untuk seluruh wilayah satuan kerja (satker).
	√
	

	21.
	Selasa
	4-8-09
	Membantu membuat laporan penyediaan barang yang akan dikirim ke DJBC pusat untuk seluruh wilayah satuan kerja (satker).
	√
	

	22.
	Rabu
	5-8-09
	Membantu membuat laporan penyediaan barang yang akan dikirim ke DJBC pusat untuk seluruh wilayah satuan kerja 
	√
	

	23.
	Kamis
	6-8-09
	Membantu membuat laporan penyediaan barang yang akan dikirim ke DJBC pusat untuk seluruh wilayah satuan kerja (satker).
	√
	

	24.
	Jumat
	7-8-09
	Membantu membuat laporan penyediaan barang yang akan dikirim ke DJBC pusat untuk seluruh wilayah satuan kerja.
	√
	

	25.
	Senin
	10-8-09
	Membantu membuat laporan penyediaan barang yang akan dikirim ke DJBC pusat untuk seluruh wilayah satuan kerja (satker).
	√
	

	26.
	Selasa
	11-8-09
	Membantu membuat laporan penyediaan barang yang akan dikirim ke DJBC pusat untuk seluruh wilayah satuan kerja (satker).
	√
	

	27.
	Rabu
	12-8-09
	Membantu membuat laporan penyediaan barang yang akan dikirim ke DJBC pusat untuk seluruh wilayah satuan kerja (satker).
	√
	

	28.
	Kamis
	13-8-09
	Membantu membuat laporan penyediaan barang yang akan dikirim ke DJBC pusat untuk seluruh wilayah satuan kerja (satker).


	√
	

	29.
	Jumat
	14-8-09
	Membantu membuat laporan penyediaan barang yang akan dikirim ke DJBC pusat untuk seluruh wilayah satuan kerja (satker).
	√
	


Sumber : CatatanPenulis, 2009

2.2 Deskripsi Kerja Rutin Selama PKL dan Contoh Kegiatan


Sama halnya dengan instansi pemerintahan atau swasta lainnya Direkrorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga memiliki divisi humas. Dan setiap instansi pasti memiliki peranan dan kegiatan humas yang berbeda – beda sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan. Humas pemerintah lebih menekankann pada Public service atau demi meningkatkan pelayanan umum.Begitu pula di Direktorat jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor wilayah  Jabar. Adapun kegiatan rutin selama PKL adalah sebagai berikut ;

1. Sosialisasi penyusunan laporan keuangan semester 1 tahun anggaran 2009 oleh divisi humas dan bagian keuangan DJBC.



Kegiatan ini pesertanya dalah karyawan dari bagian keuangan dari setiap kantor kantor wilayah dan satuan kerjadibawahnya  seperti kantor pembantu. Divisi humas dan bagian  keuangan bekerjasama dalam sosialisasi ini dimana, divisi humas juga bertindak sebagai penyelenggara teknis dalam mempersiapkan semua keperluan seperti menyiapkan ruangan, menyiapkan konsumsi, dan peralatan yang dibutuhkan.

Menurut Dimock dan Koenig (1978), pada umumnya tugas – tugas dari pihak Humas instansi atau lembaga pemerintahan, yaitu sebagai berikut.

1. Upaya memberikan peneranagn atau informasi kepada masyarakat tentang pelayanan masyarakat, kebijakan serta tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan program kerja tersebut.

2. Mampu untuk menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta mengajak   dalam partisipasinya atau ikut serta pelaksanaan progam pembangunan di berbagai bidang, sosial, ekonomi, budaya, politik serta menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

3. Kejujuran dalam pelayanan dan pengabdian dari aparatur pemerintah yang bersangkutan perlu dipelihara atau dipertahankan dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya masing – masing.

2.  Membantu membuat laporan penyediaan barang untuk seluruh wilayah Satuan Kerja (Satker).



Wilayah satuan kerja terdiri dari Bogor, Tasikmalaya, Cirebon, bekasi, Puwakarta, bandung dan semua wilayah tersebut digolongkan kedalam satuan kerja Jawa Barat. Laporan persediaan yang dimaksud adalah setiap wilayah melaporkan jumah barang yang terpakai kepada Satuan Kerja Jawa Barat (Satker Jabar) untuk setiap semester.

3.  Membantu membuat laporan penyediaan barang yang akan dikirim ke DJBC pusat untuk seluruh wilayah satuan kerja (satker). 



Pada kegiatan ini penulis membuat semua laporan barang yang terpakai oleh setiap wilayah yang termasuk dalam satuan kerja Jawa Barat seperti : Bogor, tasikmlaya, Cirebon, Bekasi, Puwakarta, Bandung,  dan kemudian dilaporkan kembali oleh Kantor Wilayah  DJBC jawa Barat kepada DJBC Pusat. Pada laporan ini semua laporan persediaan yang terpakai jumlah biayanya harus sama dengan jumlah yang telah dilaporkan sebelumya kepada DJBC pusat.

2.3 Deskripsi Kerja Insidentil Selama PKL dan Contoh Kegiatan



Adapun Kegiatan insidentil selama PKL di DJBC adalah sebagai berikut ; 

1. Menyalin daftar surat keluar.

Pada kegiatan ini penulis menyalin daftar surat keluar kedalam buku ekspedisi surat keluar. Buku surat keluar terdiri dari kolom tanggal, nomor surat, serta kantor tujuan. Surat tersebut akan dikirim ke kantor pelayanan dan kantor pengawasan yang dibawahi oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat yakni : Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe A2 Bekas, Tipe A2 Bogor, Tipe A2 Purwakarta, Tipe A2 Bandung, Tipe A4 Cirebon dan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe B Tasikmalaya.

Adapun contoh surat keluar terlihat pada gambar berikut ;
[image: image1.emf]Mutasi Tambah Tanah Persil meliputi :

-  Pembelian Rp. 0.00 Rp. 0.00

-  Transfer Masuk Rp. 0.00 Rp. 0.00

-  Hibah (Masuk) Rp. 0.00 Rp. 0.00

-  Rampasan / Sitaan Rp. 0.00 Rp. 0.00

-  Penyelesaian Pembangunan Rp. 0.00 Rp. 0.00

-  Pembatalan Penghapusan Rp. 0.00 Rp. 0.00

-  Reklasifikasi Masuk Rp. 2,497,500,000.00 Rp. 0.00

-  Bangun Serah Guna Rp. 0.00 Rp. 0.00

-  Bangun Guna Serah Rp. 0.00 Rp. 0.00

-  Pertukaran Rp. 0.00 Rp. 0.00

-  Perolehan Lainnya Rp. 0.00 Rp. 0.00

-  Pengembangan Nilai Rp. 0.00 Rp. 0.00

-  Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Rp. 0.00 Rp. 0.00

-  Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi Rp. 0.00 Rp. 0.00

-  Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset Rp. 200.00 Rp. 0.00

Jumlah Rp. 2,497,500,200.00 Rp. 0.00

Intrakomptabel Ekstrakomptabel

[image: image2.emf]Mutasi Kurang Tanah Persil meliputi :

-  Penghapusan Rp. 0.00 Rp. 0.00

-  Transfer Keluar Rp. 0.00 Rp. 0.00

-  Hibah (Keluar) Rp. 0.00 Rp. 0.00

-  Pengurangan Rp. 0.00 Rp. 0.00

-  Reklasifikasi Keluar Rp. 2,497,500,000.00 Rp. 0.00

-  Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Rp. 0.00 Rp. 0.00

-  Koreksi Pencatatan Rp. 0.00 Rp. 0.00

-  Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset

Rp. 37,074.00 Rp. 0.00

-  Penghentian BMN dari Penggunaan Rp. 0.00 Rp. 0.00

Jumlah Rp. 2,497,537,074.00 Rp. 0.00

Intrakomptabel Ekstrakomptabel

Contoh surat keluar

  Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2009.

2.  Menghitung hasil evaluasi kerja pegawai DJBC Periode Juli 2009.

Merupakan kegiatan dimana penulis membantu menghitung hasil penilaian kerja karyawan DJBC yang telah diberikan oleh pimpinan setiap Divisi kepada bagian kepegawaian. Penilaian tersebut mencangkup hasil kerja karyawan selama satu semester dan kemampuan karyawan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan serta menghitung kedisiplinan terhadap kehadiran karyawan. Semua nilai dari setiap penilaian akan diakumulasikan sehingga diperoleh nilai secara keseluruhan.

3.  Menyalin daftar surat masuk. 

Penulis menyalin daftar surat yang masuk ke sub bagian humas dan rumah tangga yang kemudian di tulis kedalam buku ekspedisi surat masuk. Suart tersebut berisi tentang laporan persediaan barang dari kantor pelayanan.

4. Membantu membuat Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CALBMN) Departemen Keuangan Kantor wiayah DJBC Jabar. 

Merupakan kegiatan dimana penulis membantu memasukkan jumlah biaya untuk CALBMN tersebut berdasarkan intruksi dari kepala  subbagian humas dan rumah tangga . Laporan barang Milik Negara tersebut seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan , irigasi, jaringan, asset tetap lainnya, asset tetap lainnya, persediaan, dan asset bersejarah. Dan semua barang tersebut harus dilaporkan setiap tahun untuk melihat apakah ada mutasi tambah atau mutasi kurang dari barang tersebut. 

Adapun contoh bentuk laporan Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CALBMN) adalah sebagai berikut ;
[image: image3.emf]
II.
LAPORAN BARANG

[image: image4.png]



5. Membantu membuat laporan penyediaan barang untuk Kantor Wilayah Jabar.

Sama hal dengan laporan persediaan barang. Penulis membuat laporan persediaan barang untuk kantor wilayah Jawa Barat dan  kemudian baru memasukkan semua laporan dari satuan kerja Jawa Barat seperti yang tercantum pada laporan kegiatan rutin untuk laporan persediaan barang yang akan di kirim ke DJBC Pusat.

6.  Membuat surat peminjaman Auditorium GKN untuk pelantikan pejabat Eselon 1V. 

Berdasarkan format yang ada, penulis membuat  surat kepada Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara (GKN) untuk peminjaman ruang Auditorium GKN karena akan diselenggarakan Pelantikan pejabat Eselon IV yakni sebagai Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal.
Adapun contoh surat peminjaman Gedung Keuangan Negara (GKN) adalah sebagai berikut :

Contoh Surat Peminjaman GKN
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	Jl. Asia Afrika No. 114                                      
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Nomor
: 
S-     /WBC.08/BG.01/2009                                                Juli 2009
Sifat
: 
-
Hal
: 
Peminjaman Ruang Auditorium GKN
Yth. Kepala Rumah Tangga

        Gedung Keuangan Negara
Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Pelantikan Pejabat Eselon IV pada Kanwil DJBC Jawa Barat, dengan ini diberitahukan bahwa kami bermaksud meminjam Ruang Auditorium GKN pada :


Hari 
: 
Selasa

Tanggal 
:  4 Agustus 2009

Waktu 
: 
08.00  WIB  s/d  selesai 
Demikian disampaikan untuk dimaklumi.
    Pjs.  Kepala Bagian Umum dan      Kepatuhan Internal

Edy Iskasmijanto
NIP 060040069
Demikian uraian kegiatan penulis, baik yang bersifat rutin maupun insidentil selama melaksanakan praktek kerja lapangan di Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat. 

2.4 Analisis Kerja Humas


Pengertian humas menurut Dr. Rex Harlow, dari San Fransisco, Amerika tersebut yang menjadi acuan para anggota IPRA (Internal Public Relations Association) (1978). Adalah :


“Hubungan masyarakat merupakan komunikasi dua arah antara organisasi 
dengan public secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan 
manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerja sama serta pemenuhan 
kepentingan bersama.”

Menurut Scott M. Cutlip and Allen H. Centre (1982), dalam bukunya effective Public Relations, mengungkapkan bahwa : “ Public Relations adalah fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasikan kebijakan dan tata cara organisasi demi kepentingan publiknya, serta merencanakan suatu program kegiatan dan komunikasi untuk memperoleh pengertian dan dukungan publiknya.


Humas sebagai alat manajemen secara struktural merupakan bagian integral dari suatu kelembagaan atau organisasi. Artinya humas bukanlah merupakan fungsi terpisah dari fungsi kelembagaan atau organisasi tersebut, tetapi bersifat melekat pada manajemen perusahaan. Sehingga menjadikan humas dapat menyelenggarakan komunikasi dua arah timbal balik antara organisasi atau lembaga yang diwakilinya dengan publiknya. Peranan humas turut menetukan sukses atau tidaknya misi, visi, dan tujuan bersama dari organisasi /instansi/ lembaga tersebut.


Peranan umum humas dalam manajemen suatu organisasi itu terlihat dengan adanya beberapa aktivitas pokok kehumasan yaitu :

· Mengevaluasi sikap atau opini public

· Mengidentifikasi kebijakan & prosedur organisasi/ perusahaan/ instansi dengan kepentingan publiknya,

· Merencanakan & melaksanakan penggiatan aktivitas humas. 

ada dua tujuan PR berdasarkan kegiatan internal dan eksternal relations yaitu :


Humas (Hubungan masyarakat) yang terdapat di instansi pemerintah juga melakukan kegiatan publikasi, promosi, dan periklanan. Samahalnya dengan dilakukan oleh humas non pemerintah (swasta) tapi bedanya humas di instansi pemerintah tidak ada unsur komersilnya karena humas pemerintah lebih menekankan pada Public service atau demi meningkatkan pelayanan umum. Kegiatan ini juga yang dilakukan humas Kanwil DJBC jabar saat ini, dimana humas selalu mengadakan sosialisasi kebijakan serta peraturan baru kepada pengguna jasa, LSM, serta kantor pelayanan dibawahnya.

Adapun fungsi pokok Humas Pemerintah pada dasarnya antara lain sebagai berikut :

a. Mengamankan kebijakan pemerintah.

b. Memberikan pelayanan, dan menyebarluaskan pesan atau informasi mengenai kebijaksanaan dan hingga program – program kerja secara rasional kepada masyarakat.

c. Menjadi komunikator dan sekaligus sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, danmenampung aspirasi, serta memperhatikan keinginan – keinginan publiknya di lain pihak.

d. Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun juangka panjang.
Dari kegiatan humas yang berlangsung, hanya satu yang menjadi tujuan didirikannya perusahan yaitu pembentukan citra positif dari masyarkat terhadap organisasi/ lembaga/perusahaan atau instansi yang mereka bangun.

2.5 Analisis Kerja Humas di Kantor wilayah Direktorat Jenderal      
Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat


Hubungan Masyarakat (Humas) bukanlah sesuatu yang baru di instansi pemerintah maupun swasta. Keberadaan humas sangatlah diperlukan khususnya dalam mengkomunikasikan kebijakan perusahaan ataupun instansi pemerintah yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan citra bagi  suatu organisasi. Karena  humas berfungsi sebagai ujung tombak dari instansi pemerintah maupun swasta untuk membentuk citra positif di mata masyarakat.

Kegiatan kehumasan di DJBC meliputi beberapa hal yakni ;

1. Pengumpulan dan pengelolaan data yang tugasnya mengumpulkan dan mengelola data untuk keperluan informasi  bagi masyarakat serta informasi umpan balik dari masyarakat.

2. Penerangan, yang mempunyai tugas mempersiapkan pemberian penerangan kepada masyarakat tentang kebijakan danpelaksanaan kegiatan DJBC melalui media massa.

3. Publikasi, mempunyai tugas mengelola publikasi tentang kebijakan dan pelaksanaan kegiatan DJBC.

Dari kegiatan kehumasan tersebut, maka tujuan yang diharapkan adalah 

· Tersosialisasinya peraturan, 

· Ketentuan, 

· Kebijakan,

· Program, tugas pokok dan fungsi DJBC,

·  Tersedianya pelayanan data dan informasi DJBC, 

· Tersedianya pelayanan data dan informasi publik ,

· Berkembangnya aspirasi dan partisipasi masyarakat dalamkegiatan DJBC,

· Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada DJBC, dan

· Terbentuknya opini public yang positif kepada DJBC.

Ada beberapa acuan atau Standar Operasi Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan DJBC baik di Kantor Pusat, Kanwil, Kantor Pelayanan Utama (KPU), dan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC). Adapun SOP tersebut  adalah :

a. Untuk Kantor Pusat DJBC, yang berhak berbicara  atau wawancara dengan wartawan adalah Dirjen, kecuali bila ada pelimpahan wewenang ke unit eselon II atau bila sedang Press Release rutin yang dikoordinasi oleh Direktorat PPKC

b. Untuk Kanwil atau KPU, yang berhak berbicara atau wawancara dengan wartawan adalah kepala pejabat dibawahnya (yang ditunjuk sebagai juru bicara).

c. Untuk KPPBC, yang berhak berbicara atau wawancara dengan wartawan adalah kepala KPPBC, kecuali bila ada pelimpahan wewenang kepada pejabat dibawahnya (yang ditunjuk sebagai juru bicara).

d. Untuk Kantor Pusat DJBC, masing-masing Contact person kehumasan eselon II harus selalu update  dan kirim informasi mingguan ke dit. PPKC untuk dikelola atau di publish.
e. Untuk Kanwil atau KPU, dan KPPBC, masing-masing contact person kehumasan untuk selalu update dan kirim informasi/koordinasi dengan kehumasan KP DJBC.

f. Bagi Kanwil/KPU/KPPBC yang punya website akan dibuat link pada website DJBC, dan pengelolaan website agar juga selalu terkoordinasi dengan dit. PPKC.


Untuk kegiatan kehumasan di Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa bagian humas di Kanwil DJBC Jawa Barat baru berdiri sekitar satu tahun belakang , dengan demikian kegiatan kehumasan yang berlangsung masih sedikit yakni seputar pembuatan press release, sosialisasi kepada pengguna jasa mengenai kebijakan serta peraturan baru yang di tetapkan, mengadakan seminar, kemudian juga adanya pengelolaan website di bea cukai serta layanan informasi lainnya. 


Selain itu juga, kegiatan humas di Kanwil DJBC masih berada dalam ruang lingkup keuangan, yakni pembuatan laporan persediaan barang dari setiap kantor pelayanan yang tergabung dalam Satuan Kerja (satker) Jawa Barat. Hal ini juga dikarenakan Humas kanwil DBJC masih berada satu bagian dengan bagian Rumah Tangga dimana kegiatannya mencatat setiap laporan persediaan barang dari setiap kantor pelayanan.  
Demikian penjabaran darikegiatan kehumasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan CUkai (DJBC), dan Kantor Wilayah Jawa Barat Khususnya.

2.6  Analisis Pelayanan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea   dan Cukai (DJBC) terhadap Mahasiswa PKL


Selama Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat. Penulis mendapatkan Pelayanan yang sangat baik dari Karyawan DJBC Mulai dari mengajukan surat permohanan PKL Hingga melaksanakan Praktek di tempat tersebut.


Pelayanan di DJBC juga didukung dengan Human Relations yang baik dari setiap hubungan antara Pimpinan dan karyawan dan antara sesama karyawan. Hal ini ditunjukkan dengan dilibatkannya mahasiswa PKL dalam setiap aktivitas kerja, karyawan DJBC juga banyak membantu penulis ketika mengalami kesulitan dalam penyelesaian tugas yang diberikan Bahkan setiap minggunya Mahasiswa PKL diikutsertakan dalam pemeriksaan kesehatan yang rutin dilakukan karyawan DJBC.
CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA


DEPARTEMEN KEUANGAN


DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI


KANWIL JAWA BARAT





I.	DASAR HUKUM





Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;


Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;


Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;


Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;


Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;


Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;


Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesua Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;


Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;


Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;


Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;


Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.








TANAH (131111)


Tanah Persil (1.01.01)


Saldo  BMN  berupa  Tanah Persil pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat  per-30 Juni 2009 sebesar Rp. 77.989.272.363,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal  108.104 m2 / Rp. 77.989.309.237,00 dengan mutasi tambah nilai 3.330 m2 / Rp.2.497.500.200,00 dan mutasi kurang 3.330 m2 nilai Rp. 2.497.537.074,00
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		Mutasi Kurang Tanah Persil meliputi :

				Intrakomptabel						Ekstrakomptabel

		-  Penghapusan		Rp.		0.00				Rp.		0.00

		-  Transfer Keluar		Rp.		0.00				Rp.		0.00

		-  Hibah (Keluar)		Rp.		0.00				Rp.		0.00

		-  Pengurangan		Rp.		0.00				Rp.		0.00

		-  Reklasifikasi Keluar		Rp.		2,497,500,000.00				Rp.		0.00

		-  Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas		Rp.		0.00				Rp.		0.00

		-  Koreksi Pencatatan		Rp.		0.00				Rp.		0.00

		-  Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset		Rp.		37,074.00				Rp.		0.00

		-  Penghentian BMN dari Penggunaan		Rp.		0.00				Rp.		0.00

		Jumlah		Rp.		2,497,537,074.00				Rp.		0.00
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		Mutasi Tambah Tanah Persil meliputi :

				Intrakomptabel						Ekstrakomptabel

		-  Pembelian		Rp.		0.00				Rp.		0.00

		-  Transfer Masuk		Rp.		0.00				Rp.		0.00

		-  Hibah (Masuk)		Rp.		0.00				Rp.		0.00

		-  Rampasan / Sitaan		Rp.		0.00				Rp.		0.00

		-  Penyelesaian Pembangunan		Rp.		0.00				Rp.		0.00

		-  Pembatalan Penghapusan		Rp.		0.00				Rp.		0.00

		-  Reklasifikasi Masuk		Rp.		2,497,500,000.00				Rp.		0.00

		-  Bangun Serah Guna		Rp.		0.00				Rp.		0.00

		-  Bangun Guna Serah		Rp.		0.00				Rp.		0.00

		-  Pertukaran		Rp.		0.00				Rp.		0.00

		-  Perolehan Lainnya		Rp.		0.00				Rp.		0.00

		-  Pengembangan Nilai		Rp.		0.00				Rp.		0.00

		-  Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas		Rp.		0.00				Rp.		0.00

		-  Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi		Rp.		0.00				Rp.		0.00

		-  Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset		Rp.		200.00				Rp.		0.00

		Jumlah		Rp.		2,497,500,200.00				Rp.		0.00






